ABSTRAK

Kepemilikan harta kekayaan yang meningkat dalam kurun waktu yang singkat para
pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum selalu menjadi sorotan masyarakat.
Perkembangan media sosial digital yang mendorong untuk mempublikasikan
kepemilikan harta kekayaan setiap orang, baik pejabat publik, pelaku bisnis, dan
badan hukum, menjadi bumerang manakala terjerat perkara pidana.Saat ini tindak
pidana korupsi juga banyak terjadi pada subyek hukum privat, seperti perseorangan
dan perseroan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dalam penelitian
ini, maka dapat ditarik isu hukum mengenai kriteria peningkatan kekayaan secara
tidak wajar perseorangan dapat dikategorikan tindak pidana. Untuk menjawab isu
hukum tersebut akan digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
perundang — undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Analisis bahan hukum dengan logika berpikir deduktif untuk menghasilkan
preskripsi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kriteria peningkatan
kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikualifikasikan tindak pidana
adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri.
Perbuatan ini merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 20 UNCAC. Indikator dalam
memperkaya diri sendiri secara tidak wajar untuk memastikan bahwa perbuatannya
tersebut dilakukan secara sadar dan memang untuk mencari keuntungan. Ruang
lingkup memperkaya diri sendiri tersebut termasuk keluarga baik sedarah maupun
semenda sampai derajat ketiga. Ketidakwajaran dalam kepemilikan kekayaan juga
perlu ada dimana unsur ini harus dibuktikan oleh orang yang diduga melakukan
perbuatan unexplained wealth.
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ABSTRACT

Ownership of wealth that increases in a short period of time by public officials,
business people, and legal entities is always in the spotlight of the public. The
development of digital social media that encourages the publicization of everyone's
property ownership, both public officials, business people, and legal entities,
backfires when entangled in criminal cases. Currently, corruption also occurs in
many private law subjects, such as individuals and companies. Based on the
description of the background of the problem in this study, legal issues can be
drawn regarding the criteria for unnatural increase in wealth for individuals to be
categorized as criminal acts. To answer these legal issues, normative research
methods will be used with statutory, conceptual, and comparative legal approaches.
The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary
legal materials. Analysis of legal materials with deductive thinking logic to produce
prescriptions. The results of his research show that the criteria for an unnatural
increase in wealth of individuals who can qualify as criminal acts are acts
committed deliberately to enrich themselves. This deliberate is an indicator of
unnatural self-enrichment to ensure that the act is done consciously and indeed for
profit. The scope of self-enrichment includes families both by blood and blood up
to the third degree. Improprieties in wealth ownership also need to exist where this
element must be proven by people suspected of committing unexplained wealth acts.
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	2.1. Asas Legalitas
	Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental di dalam hukum pidana. Asas legalitas dikemukakan pertama kali oleh Paul Joahan Von Feuerbach pada tahun 1801 yang berkembang menjadi sebuah adagium hukum berbunyi Nullum Delictum, Nulla Poena Sine...
	1. Memberikan paksaan kepada rakyat untuk berbuat menurut hukum, maka diberikan ancaman bagi yang melawan;
	2. Agar ancaman pidana efektif dan memiliki efek, tiap-tiap pelanggaran harus diberikan pidana;
	3. Dalam penerapan pidana diberlakukan asas "Kesamaan", yang berarti pada keadaan yang sama diperlakukan sama.
	Sebelum lahirnya asas legalitas, tananan hukum pada masa Romawi mengarah pada sifat individualistis. Moeljatno memaparkan bahwa pada masa romawi dikenal adanya crimine extra ordinariani, yakni kejahatan-kejahatan yang tidak tercantum di dalam undang-...
	Eksistensi asas legalitas di dalam hukum positif termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas dirumuskan di dalam hukum positif sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yakni "Suatu perbuat...
	Terjemahan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berasal dari Bahasa Belanda dapat dijumpai perbedaannya oleh para ahli hukum. Menurut P.A.F. Lamintang perbedaan terjemahan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman  bagi kalangan yang belum benar-benar menguasa...
	Asas legalitas mensyaratkan bahwa tiap-tiap perbuatan yang termasuk delik atau tindak pidana harus diatur terlebih dahulu melalui aturan perundang-undangan. Aturan hukum yang mengakomodasi perbuatan terlarang harus ada sebelum perbuatan dilakukan ole...
	Sejalan dengan pendapat di atas, Komariah Emong Supardjaja mengutip pendapat Groenhuijsen yang memaparkan empat makna dasar yang terkandung dalam asas legalitas, dua diantaranya ditujukan kepada pembuat aturan dan dua lainnya merupakan pedoman bagi ha...
	Esensi asas legalitas merupakan sebuah instrumen pemberi kepastian hukum bagi warga negara. Warga negara dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana dan mendatangkan nestapa bagi pelanggar, sehingga dapat menghindari perbuatan te...
	Selain memberikan perlindungan hukum, asas legalitas memiliki fungsi pembatasan, yakni membatasi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, yang mana para aparat penegak hukum tidak diperbolehkan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak p...
	2.2. Konsep Tindak Pidana
	2.5. Teori Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana
	Segala sesuatu yang diberlakukan oleh penguasa memiliki tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan pemberlakuan hukum. Sebagaimana definisi dari hukum, menurut Notohamidjojo merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis ya...
	Aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa diciptakan agar masyarakat mematuhi dan menaati hukum, sehingga mampu melahirkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum pidana memiliki tujuan baik sec...
	Secara represif, hukum pidana mampu dijadikan sebagai sarana untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik.  Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kedua tujuan hukum pidana tersebut merupakan tujuan yang be...
	Hukum pidana  juga berfungsi sebagai social control. Makna fungsi hukum pidana sebagai social control, yakni keberadaan ketentuan pidana di dalam undang-undang sebagai fungsi subsidair, ketentuan pidana diadakan dalam hal usaha-usaha lain yang dilaku...
	Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi hukum pidana secara umum dapat disamakan dengan fungsi hukum pada umumnya, yakni mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum pidana secara kh...
	1. Nyawa manusia;
	2. Badan atau tubuh manusia;
	3. Kehormatan seseorang;
	4. Kemerdekaan seseorang; dan
	5. Harta benda
	Kelima kepentingan hukum tersebut sangat rentan dicederai oleh perbuatan seseorang yang tercela. Hukum pidana sedemikian rupa memberikan pengaturan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang disertai dengan sanksi pidana yang tegas dan memaksa. Kepe...
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